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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi
Waluyo Kota Blitar yang efektif dan efisien, perlu
dilakukan penyederhanaan struktur organisasi;

bahwa Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar perlu
disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum
terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi
Waluyo Kota Blitar;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);




10.

- B

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PER/IV2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 259);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1053);




Menetapkan
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor
27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah
Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah
Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, ditambahkan 1 (satu)
angka diantara angka 10 dan 11 yakni 10a, angka 13
dihapus, angka 16 dihapus, dan ditambahkan 4 (empat)
angka diantara angka 17 dan 18 yakni 17a, 17b, 17c
dan 17d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.
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Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Blitar.

Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota
Blitar yang selanjutnya disebut RSUD Mardi
Waluyo merupakan unit organisasi bersifat khusus
yang menyelenggarakan pelayanan di bidang
kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
gawat darurat dan pelayanan penunjang.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) adalah
Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi
dalam pengelolaan kuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian.

Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta
kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban keuangan serta
penggunaan dan penatausahaan barang milik
daerah dan kepegawaian.

Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah
Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
BLUD.

Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum
Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum
Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Dihapus.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Rumah Sakit
Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah
Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Dihapus.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada
Instansi Pemerintah.
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17c. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai

ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada
instansi pemerintah.

17d.Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional Ahli

18.

19.

20.

2l.

22.

23.

Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi
serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang/bagian
tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagimana
diatur peraturan perundang-undangan tentang
organisasi dan tata kerja instansi.

Staf Medis Fungsional selanjutnya disingkat SMF
adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di rumah sakit.

Staf Fungsional Lainnya adalah tenaga fungsional
kesehatan dan non kesehatan lain yang bekerja di
rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.

Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk
dengan Keputusan Direktur sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas
tertentu.

Satuan Pengendali Internal (SPI) adalah perangkat
Rumah  Sakit yang  bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam
rangka membantu Direktur untuk meningkatkan
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Instalasi/Unit adalah unit kerja non struktural
sebagai tempat pelayanan.

SDM adalah Sumber Daya Manusia baik Aparatur
Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara
Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota
Blitar.

Ketentuan Pasal 5 huruf b angka 1) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo terdiri atas:

a.
.

Direktur;

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

1) Bidang Pelayanan Medis;

2) Bidang Pelayanan Keperawatan;

3) Bidang Penunjang Medis.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:

1) Bagian Umum dan Humas;

2) Bagian Keuangan;

3) Bagian Perencanaan, Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.

Dewan Pengawas;

Instalasi/Unit;
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i Komite;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Satuan Pengawas Internal.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

4. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 April 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.
Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA ZAGIiE ?UKUM,

IKA HAN WIJAYA, S.H. . M.H.
NIP. 19{91210 200604 1 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

BAGAN SUSUNAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

SANTOSO




